KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI MALANG

J1. Soekarno Hatta No.9 Jatimulyo, Lowokwaru, Malang, 65141
Telp. (0341) 404424 — 404425, Fax (0341) 404420,
http://www.polinema.ac.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MALANG
NOMOR 703 TAHUN 2024

TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN POLITEKNIK NEGERI MALANG

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MALANG,

Menimbang : a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam
mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan kegiatan
Politeknik Negeri Malang;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai keterbukaan informasi publik, diperlukan penetapan daftar
informasi yang dikecualikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, maka ditetapkan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Malang
tentang Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan Politeknik Negeri
Malang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20
Tahun 2019 tentang Statuta Politeknik Negeri Malang (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 285);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

8.  Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan
Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor [47/0/2004 tentang
Pendirian Politeknik Negeri Malang;
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor
64125/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik
Negeri Malang Periode Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MALANG TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN POLITEKNIK
NEGERI MALANG.

Menetapkan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan Politeknik Negeri
Malang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari
terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang
tanggal 16 Oktober 2024
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Lampiran

KEPUTUSAN DIREKTUR

POLITEKNIK NEGERI MALANG

Nomor
Tanggal

: 703 Tahun 2024
: 16 Oktober 2024

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN POLITEKNIK NEGERI MALANG

—_— JENIS KLASIFIKASI INFORMASI ALASAN JANGKA
YANG DIKECUALIKAN PENGECUALTAN WAKTU
1. Pasal 17 huruf h angka 3 Undang -
Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang
keterbukaan Informasi Publik.
2. Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54
! Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / { Tahun

dari Penyediaan Barang/Jasa

Jasa

Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Riset,
Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor
75 Tahu 2016 Tentang Layanan Informasi
Publik

Usulan Nama Calon Penjabat yang
akan memangku suatu jabatan
tertentu

(S ]

lh.)

Pasal 322 Ayat (1) Undang - Undang
Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum
Acara Pidana

Pasal 44 Ayat (1) huruf h Undang -
Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang
kearsipan

Setelah yang
bersangkutan
dilantik

Hasil proses penjatuhan hukuman
disiplin pegawai

(3]

Pasal 17 huruf h angka 4 Undang -
Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang
keterbukaan Informasi Publik

Pasal 322 Ayat (1) Undang - Undang
Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum
Acara Pidana

Pasal 44 Ayat (1) huruf h Undang -
Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang
kearsipan

Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Riset,
Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor
75 Tahun 2016 Tentang Layanan
Informasi Publik

Dibuka setelah
ada keputusan
tetap dari
Pimpinan badan
publik

4 | Dokumen perjanjian kerja sama

Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang - Undang
Nomor 43 Tahun 2009 Tentang kearsipan

- Sampai masa
perjanjian habis

- Dengan
persetujuan
tertulis para
pihak
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NO

JENIS KLASIFIKASI INFORMASI
YANG DIKECUALIKAN

ALASAN
PENGECUALIAN

JANGKA
WAKTU

Data pribadi Dosen, Staf dan
Mahasiswa, Alumni serta Mitra
Kerja Sama

. Pasal 44 Ayat (1) huruf h Undang -

Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang
Kearsipan

Pasal 8 Ayat (3) Peraturan Menteri Riset,
Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor
75 Tahun 2016 Tentang Layanan
Informasi Publik

Dibuka setelah
mendapat
persetujuan
tertulis dari yang
bersangkutan

Dokumen Minutes Of Meeting

Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang - Undang
Nomor 43 Tahun 2009 Tentang kearsipan

Dibuka setelah
mendapat
persetujuan para
pihak

Perencanaan Rotasi Pegawai

b2

. Pasal 17 huruf i Undang - Undang Nomor

14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik
Pasal 8 Ayat (3) huruf 1 Peraturan Menteri
Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Layanan
Informasi Publik

Dibuka setelah
rotasi dilakukan

Skema Remunerasi

Pasal 17 huruf i Undang - Undang Nomor
14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik

Pasal 8 Ayat (3) huruf 1 Peraturan Menteri
Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Layanan
Informasi Publik

Dibuka setelah
ada keputusan
tetap dari
Pimpinan badan
publik

Dokumen-dokumen dan berita acara
proses Pembinaan Aparatur

Pasal 17 huruf i Undang - Undang Nomor
14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
[nformasi Publik

2. Pasal 8 Ayat (3) huruf i Peraturan Menteri

Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Layanan
Informasi Publik

Dibuka setelah
mendapatkan
persetujuan
tertulis dari yang
bersangkutan

10

Soal Ujian dinas dan ujian
penyesuaian ljazah

Pasal 17 huruf h angka 4 Undang -
Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik

Pasal 8 Ayat (3) huruf h angka 4 Peraturan
Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan
Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 Tentang
Layanan Informasi Publik

Dibuka setelah
pengumuman
kelulusan

11

Data evaluasi diri jurusan / program
studi

Pasal 17 hwuf h angka 4 Undang -
Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik

1 Tahun
(diberikan berupa
ringkasan
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NO

JENIS KLASIFIKAST INFORMASI
YANG DIKECUALIKAN

ALASAN
PENGECUALIAN

JANGKA
WAKTU

Pasal 8 Ayat (3) huruf h angka 4 Peraturan
Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan
Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 Tentang
Layanan Informasi Publik

temuan)

12

Data temuan / Hasil audit mutu
internal

R

Pasal 17 huruf h angka 4 Undang -
Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik

Pasal 8 Ayat (3) huruf h angka 4 Peraturan
Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan
Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 Tentang
Layanan Informasi Publik

Dibuka setelah
ada persetujuan
dari pimpinan
badan publik

13

Laporan Hasil monitoring tindak
lanjut hasil audit

Pasal 6 Ayat (3) Pasal 17 huruf b dan
huruf h angka 5 Undang - Undang Nomor
14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik

Pasal 8 Ayat (3) huruf b dan huruf h angka
5 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan
Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016
Tentang Layanan Informasi Publik

1 Tahun

(diberikan berupa
ringkasan laporan
hasil monitoring)

14

Kertas kerja audit

Pasal 6 Ayat (3) Pasal 17 huruf b dan
huruf h angka 5 Undang - Undang Nomor
14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik

Pasal 44 Ayat (1) Undang - Undang
Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan
Pasal 8 Ayat (3) huruf b dan huruf h angka
5 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan
Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016
Tentang Layanan Informasi Publik

1 Tahun dan
setelah periode
audit selesai
dengan
persetujuan
tertulis dari
pimpinan badan
publik

Kertas Kerja Monitoring (tindak
lanjut hasil rekapitulasi)

. Pasal 6 Ayat (3) Undang - Undang Nomor

14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik

Pasal 44 Ayat (1) Undang - Undang
Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan

Dibuka setelah
mendapat
persetujuan
tertulis dari
pimpinan badan
publik

16

Data pengaduan masyarakat dan
laporan hasil pemeriksaan pengaduan
masyarakat terhadap kinerja dan
perilaku individu pejabat dan / atau
staf

Pasal 17 huruf a dan huruf i Undang -
Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik

Pasal 5 Undang - Undang Nomor 31
Tahun 2014 Tentang perubahan atas
Undang - Undang nomor 13 tahun 2006
tentang perlindungan saksi dan korban

1 Tahun
(diberikan berupa
rekapitulasi
pengaduan)
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JENIS KLASIFIKASIT INFORMASI
YANG DIKECUALIKAN

NO

ALASAN
PENGECUALIAN

JANGKA
WAKTU

s

Pasal 8 Ayat (3) huruf a dan huruf 1
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan
Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016
Tentang Layanan Informasi Publik

Laporan keuangan sebelum di Audit

1
7 (unaudited)

Pasal 30 Ayat (1) Undang -Undang Nomor
17 Tahun 2003 tentang keuangan negara
Pasal 17 Ayat (1) dan pasal 18 Ayat (1)
Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang pemeriksaan pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara

Pasal 27 Ayat (4) peraturan pemerintah
nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan
keuangan badan layanan umum

1 Tahun

13 Daftar penelitian kinerja dan
kompetensi

(8]

Pasal 17 huruf h Undang - Undang Nomor
14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik

Pasal 332 Ayat (l) Undang - Undang
Nomor 8§ Tahun 1981 tentang hukum acara
pidana

Pasal 44 Ayat (1) Undang - Undang
Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan
Pasal 8 Ayat (3) huruf h angka 4 Peraturan
Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan
Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 Tentang
Layanan Informasi Publik

Dibuka setelah
mendapatkan
persetujuan
tertulis dari yang
bersangkutan

Konfigurasi data center, disaster
|g | TEcovery center, database dan
aplikasi serta user name dan

password

(F'S)

Pasal 17 huruf b Undang - Undang Nomor
14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik

Pasal 44 Ayat (1) Undang - Undang
Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan

. Pasal 16 Ayat (1) huruf b Undang -

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan transaksi Elektronik

Pasal 1 Undang - Undang Nomor 30 tahun
2000 Tentang Rahasia dagang

20 Tahun

Nilai tes Ujian Masuk

Pasal 17 huruf h angka 4 Undang -
Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik

Pasal 8 Ayat (3) huruf h angka 4 Peraturan
Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan
Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 Tentang
Layanan Informasi Publik

Dibuka setelah
mendapatkan
persetujuan
tertulis dari yang
bersangkutan
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JENIS KLASIFIKASI INFORMASI
YANG DIKECUALIKAN

NO

ALASAN
PENGECUALIAN

JANGKA
WAKTU

21 | Soal tes ujian masuk

Pasal 17 huruf h angka 4 Undang -
Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik

Pasal 8 Ayat (3) huruf h angka 4 Peraturan
Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan
Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 Tentang
Layanan Informasi Publik

Dibuka setelah
pengumuman
kelulusan

22 | Jawaban tes ujian masuk

Pasal 17 huruf h angka 4 Undang -
Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik

Pasal 8 Ayat (3) huruf h angka 4 Peraturan
Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan
Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 Tentang
Layanan Informasi Publik

Dibuka setelah
pengumuman
kelulusan

23 | Nilai Mahasiswa

. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang -

Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik

Pasal 8 Ayat (3) huruf h angka 4 Peraturan
Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan
Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 Tentang
Layanan Informasi Publik

Dibuka setelah
mendapatkan
persetujuan
tertulis dari yang
bersangkutan

24 | Data Ijazah

!‘-..J

Pasal 17 huruf h Undang - Undang Nomor
14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik

Pasal 44 Ayat (1) Undang - Undang
Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan
Pasal 8 Ayat (3) huruf h dan huruf 1
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan
Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016
Tentang Layanan Informasi Publik

Dibuka setelah
mendapatkan
persetujuan
tertulis dari yang
bersangkutan

Usulan Perencanaan fisik dan

25
peralatan

Pasal 17 huruf b Undang - Undang Nomor
14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik

Pasal 8 Ayat (3) huruf b Peraturan Menteri
Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Layanan
Informasi Publik

Dibuka ketika
akan dibuka
proses pengadaan
di LPSE

Rencana dan kinerja tahunan dan
26 | rencana kegiatan dan anggaran
tahunan

Pasal 17 huruf b Undang - Undang Nomor
14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik

Pasal 8 Ayat (3) huruf b Peraturan Menteri
Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Layanan
Informasi Publik

Dibuka berupa
rekap setelah
mendapatkan
persetujuan
tertulis dari
pimpinan badan
publik
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NG JENIS KLASIFIKASI INFORMASI ALASAN JANGKA
YANG DIKECUALIKAN PENGECUALIAN WAKTU
1. Pasal 17 huruf h Undang - Undang Nomor
14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik Dibuka setelah
2. Peraturan pemerintah nomor 61 Tahun | mendapatkan
27 | Data piutang kepada pegawai/dosen 2010 tentang data piutang pegawai persetujuan
3. Pasal 8 Ayat (3) huruf h Peraturan Menteri | tertulis dari yang
Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi | bersangkutan
Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Layanan
Informasi Publik
1. Pasal 17 huruf h Undang - Undang Nomor
14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik Dibuka setelah
2. Peraturan pemerintah nomor 61 Tahun | mendapatkan
28 | Data gaji dan tunjangan pegawai 2010 tentang data piutang pegawai persetujuan
3. Pasal 8 Ayat (3) huruf h Peraturan Menteri | tertulis dari yang
Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi | bersangkutan
Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Layanan
Informasi Publik
1. Pasal 17 huruf b Undang - Undang Nomor
14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
[nformasi Publik
2. Pasal 1 Undang - Undang Nomor 30 | Dibuka setelah
Tahun 2000 tentang rahasia dagang mendapatkan
29 | Proposal Penelitian 3. Pasal 44 Ayat (1) Undang - Undang | persetujuan
Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan tertulis dari yang
4. Pasal 8 Ayat (3) huruf b Peraturan Menteri | bersangkutan
Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Layanan
Informasi Publik
1. Pasal 17 huruf h Undang - Undang Nomor
o | 14 Tahgn 2q08 Tentang Keterbukaan aT——
Penilaian dan komentar dari Informasi Publik . ..
.. . | hasil penelitian
30 | Riviewer terhadap proposal 2. Pasal 8 Ayat (3) huruf h Peraturan Menteri selesa, (ibenkan
penelitian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi berupa ringkasar)
Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Layanan
Informasi Publik
1. Pasal 17 huruf i dan huruf j Undang -
Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik Dibuka pada saat
Rincian harga perkiraan sendiri pada |2. Peraturan Presiden nomor 4 Tahun 2015 | proses pelelangan

31
proses pengadaan barang/jasa

tentang  Perubahan  Keempat  Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
Tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah

dalam bentuk
nilai
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NO

JENIS KLASIFIKASI INFORMASI
YANG DIKECUALIKAN

ALASAN
PENGECUALIAN

JANGKA
WAKTU

. Pasal 8 Ayat (3) huruf i dan huruf j

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan
Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016
Tentang Layanan Informasi Publik

32

Dokumen penawaran pada proses
pengadaan barang/jasa

. Pasal 17 huruf i dan huruf j Undang -

Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik

. Peraturan Presiden nomor 4 Tahun 2015

tentang  Perubahan  Keempat  Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
Tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah

. Pasal 8 Ayat (3) huruf i dan huruf j

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan
Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016
Tentang Layanan Informasi Publik

Dibuka pada saat
proses pelelangan
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